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PENETAPAN
Nomor 519/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

JRES| TS A 1] P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah
menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang
diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXX  XXXXXX, tempat tinggal di
KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;,
sebagai "PEMOHON I";

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat
tinggal di ..., sebagai "PEMOHON II ;

Selanjutnya Pemohon | sampai dengan Pemohon .... disebut sebagai

para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di
persidangan ;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 03 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 519/Pdt.P/2021/PA.Tgrs., telah
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari Permohonan Penetapan Ahli

Watris tersebut adalah sebagai berikut ;
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Bahwa Para Pemohon adalah Istri dan anak - anak Kandung dari
Almarhum

XXXXXXXXXXX (Pewaris);

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Agustus 2021, Almarhum Drs Faisol
Bin Muhammad Mamudin meninggal dunia karena sakit, dan dalam
keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor
: 474.3/321-Pem/Kel.KLPD yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXX XXXXXX XXX,

XXXXXXXXX XXXXXX XXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

Bahwa kedua orang tua telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris.

Bahwa Almarhum Drs Faisol Bin Muhammad Mamudin (Pewaris)
semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dengan PEMOHON 1, pada
hari Jumat, 12 Mei 1989, yang tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX
Tanggal 12 Mei 1989;

Bahwa selama berumah tangga Almarhum Drs Faisol Bin Muhammad
Mamudin (Pewaris) dengan PEMOHON 1 dikaruniai 1 orang anak yang
bernama:

PEMOHON 2 ( L) umur 31 tahun;

Bahwa sepeninggal Almarhum Drs Faisol Bin Muhammad Mamudin,
meninggalkan 2 orang ahli waris yaitu:
PEMOHON 1, Istri ;

PEMOHON 2, Anak Kandung;
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Bahwa

selain
meninggalkan
ahli

waris

saat

Pewaris
meninggal
dunia,

juga meninggalkan harta waris ;

Bahwa untuk kepentingan mengurus harta peninggalan Almarhum baik
hak maupun kewajiban Almarhum, serta segala keperluan pengurusan
harta Pewaris tersebut maka Para Pemohon memohon dibuatkan

Penetapan Ahli Waris Almarhum XXXxXXxX ;

Bahwa Almarhum Drs Faisol Bin Muhammad Mamudin semasa

hidupnya tidak meninggalkan wasiat apapun;

Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum
yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan

sebagai berikut :
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Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan
putusan sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan xxxxxxx telah meninggal dunia hari Rabu Tanggal 11
Agustus 2021, karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Menetapkan Para Pemohon Sebagai ahli waris dari
Almarhum xxxxxxxxx adalah:

PEMOHON 1, Istri ;

PEMOHON 2;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Subsidair:
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang

seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis
memberikan  penjelasan dan  nasehat sehubungan  dengan
permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para
Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti berupa :
A. Surat :

B. Saksi :
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1. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim,

dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

2. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim,

dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu
apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan
semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan
Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai
bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon
adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan a quo
adalah  permohonan penetapan ahli waris dari almarhum
................................. , yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam
karena sakit pada tanggal ................ untuk keperluan sebagaimana pada
dalil-dalil permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang
menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a).
perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g).
infag, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah “penentuan

siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta
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peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan
melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan
atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi
ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya
tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi
kode P.1 sampai dengan P.16, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing
bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai
dengan P.16, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya,
dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan
pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdata, serta bukti-
bukti tersebut, telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya,
sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13
tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara
formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon,
terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara
rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah
menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah
sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka
3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim
akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa brdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6,
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, serta
bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, oleh karenanya dinyatakan
terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, dengan demikian para
Pemohon berkualitas sebagai legitima persona stand in judicio dalam
perkara a quo;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan

Akta Nikah atas nama ... (Pemohon 1)
dengan ......cccccceeeveeiiiiiieneinn, , oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa
Pemohon | dengan .........ccccoiiiiiiiinnnennn. adalah sebagai suami istri yang

terikat dalam perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Surat

Kematian atas nama ...........ccccceveevecveenennn. , dan bukti P.9, berupa fotokopi
Surat Kematian atas nama ...........cccecevvvvivneennen, , oleh karenanya
dinyatakan terbukti bahwa ................................ , telah meninggal dunia
pada tanggal ................ :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13,

berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ... , oleh
karenanya dinyatakan terbukti bahwa .............ccccccoe.l. adalah anak
kandung dari pasangan suami istri/lPemohon | (....ccoccciiiiiiiinnnnen. )
dengan ..........cccuveeee. :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa fotokopi Surat

Kematian atas nama ..................... , oleh karenanya dinyatakan terbukti
bahwa ........ccccceee (ayah kandung dari .........cccceeenne ), telah meninggal
dunia pada tanggal .................... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, berupa fotokopi Surat

Kematian atas nama .............. , oleh karenanya dinyatakan terbukti
bahwa .............. (ibu kandung dari ...........c......... ), telah meninggal dunia
pada tanggal .............. ;

Menimbang, bahwa bukti P.16, berupa fotokopi Akta dibawah
tangan  yang menjelaskan ahli waris  dari .
adalah : ......ccccoeevviiinnnnn, ) rrrree e ——— , sehingga bukti tersebut telah

memenuhi syarat formal,
Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah
memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ...ccccccovvcieeieiie, dengan .............. (Pemohon 1), adalah

pasangan suami istri ;
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- Bahwa dari pernikahan Pemohon | dengan ..........cccccociivivinennnen.
tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing,

bernama: ........ccoeeeiiiiiinnnnn. :

Islam karena sakit pada tanggal ................ ;
- Bahwa kedua orang tua dari ...........ccceeevvvvvrinnnnnnn. telah meninggal
dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan
fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan
bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian
dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan
yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan
saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para
Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah
dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta
hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa .....cccocoviiiiiiiiiiiieeen, dengan .............. (Pemohon 1), adalah
pasangan suami istri yang menikah pada tanggal .............. ;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon | dengan ..........cccocoiviiiiinennnnn.

tersebut, telah dikaruniai .. (........... ) orang anak masing-masing,
bernama : .....ccoeeveiinnen. ;

- Bahwa ...cccccccvvvviiiiiiiiiiin, telah meninggal dunia dalam keadaan
Islam karena sakit pada tanggal ................ ;

- Bahwa kedua orang tua dari ...........ccoeeevvvnrvinnnnnnn. telah meninggal

dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris
almarhum ... menurut hukum Islam, terlebih dahulu
dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang
istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak, maka yang

menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan duda (suami), hal ini diatur
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dalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan
ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat
ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum
bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau
murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba
membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara
memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan
suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau
hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal
174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta
dipersidangan .........ccccccvviiiieenennns meninggal dunia karena sakit, bukan
karena hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis
Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris

(beeeee e ) yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam
pada tanggal ................ ,adalah: (1) .occooeevveiiiiieees bin ........... (Suami);
(23 P binti ..o (Anak perempuan Kandung); (3). ...........
binti ... (Anak perempuan Kandung); (4). ...........
bin (Anak laki-laki ~ Kandung); (5). ..........
o] ] | R (anak perempuan Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan dengan
amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar
biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk
membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan bahwa ............cccccoeiiiiieienns telah meninggal dunia pada
tanggal .....ovveveeeeeiii , karena sakit;

3. Menetapkan bahwa :

G 20t ;

B :

B3 ;

B ;

sebagai ahli waris dari ........c.ccoccoieiiiiiiiii e ;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp. 445000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 13
September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 Hijriyah,
yang terdiri dari Drs. Akhmadi, M.Sy, sebagai Hakim Ketua Majelis serta
Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. Rahmat, S.H., M.H., masing-masing
sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh
Muhammad Shony Arbi, S.H.l., M.H., sebagai panitera pengganti dan

dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Musifin, M.H. Drs. Rahmat, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

“Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor: 519/Pdt.P/2021/PA.Tgrs”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Shony Arbi, S.H.l., M.H.

Perincian biaya :

[ Pendaftaran :Rp 30.000,00

. ATK Perkara :Rp 75.000,00

. Panggilan 'Rp 300.000,00

. PNBP Panggilan :Rp ,00

. Redaksi :Rp 10.000,00

. Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

“Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor: 519/Pdt.P/2021/PA.Tgrs”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



